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PENDAHULUAN 

 
Desentralisasi merupakan salah satu konsep penting dalam penyelenggaraan pemerintahan 

modern yang menekankan pada pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat 
dan daerah. Secara umum, desentralisasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, 
dekat dengan rakyat, dan mampu merespons kebutuhan lokal secara lebih cepat dan tepat. Melalui 
desentralisasi, diharapkan pemerintah daerah memiliki otonomi lebih besar dalam mengelola sumber 
daya, mengambil keputusan, dan melaksanakan program-program pembangunan sesuai dengan kondisi 
daerah masing-masing. Dalam konteks ini, desentralisasi dipandang sebagai sarana untuk mendorong 
partisipasi masyarakat, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. 

Di Indonesia, desentralisasi mulai diterapkan secara nyata setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan 
memasuki era Reformasi pada akhir 1990-an. Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk 
mengatasi sentralisasi yang berlebihan pada masa sebelumnya, di mana segala keputusan dan kendali 
pemerintahan terpusat di Jakarta.  
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ABSTRAK 
Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Sejak awal 
implementasinya, berbagai tantangan terus bermunculan yang menghambat efektivitas 
kebijakan ini. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kapasitas antara 
daerah-daerah, di mana beberapa daerah mampu mengelola otonomi dengan baik, 
sementara yang lain masih bergantung pada bantuan pusat. Korupsi dan rendahnya 
akuntabilitas di tingkat lokal juga menjadi masalah serius yang sering kali melemahkan 
desentralisasi.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak 
transformasi kebijakan desentralisasi di Indonesia terhadap stabilitas pemerintahan 
daerah, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam 
konteks globalisasi dan implikasinya terhadap stabilitas politik dan ekonomi.  Metode 
penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur, yang mengumpulkan 
dan menganalisis berbagai sumber akademik, laporan pemerintah, dan dokumen terkait 
untuk memahami transformasi kebijakan desentralisasi dan dampaknya terhadap 
pemerintahan daerah di Indonesia.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi 
kebijakan desentralisasi pasca-Reformasi 1998 berdampak signifikan pada tata kelola 
pemerintahan daerah, tetapi juga menimbulkan tantangan kompleks, seperti konflik 
pusat-daerah dan ketidakmerataan anggaran, yang memengaruhi stabilitas politik dan 
ekonomi. Dalam konteks globalisasi, tantangan ini menekankan pentingnya kolaborasi 
dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlunya sinergi antara 
pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai stabilitas yang 
lebih baik. 

ABSTRACT  
The implementation of decentralization in Indonesia does not always run smoothly. 
Since the beginning of its implementation, various challenges have continued to emerge 
that hinder the effectiveness of this policy. One of the main challenges is the capacity 
gap between regions, where some regions are able to manage autonomy well, while 
others still depend on central assistance. Corruption and low accountability at the local 
level are also serious problems that often undermine decentralization.  The aim of this 
research is to analyze the impact of the transformation of decentralization policies in 
Indonesia on the stability of regional government, as well as identify the challenges 
faced by regional governments in the context of globalization and their implications for 
political and economic stability.  The research method used in this study is a literature 
study, which collects and analyzes various academic sources, government reports, and 
related documents to understand the transformation of decentralization policies and 
their impact on regional government in Indonesia.  The research results show that the 
post-1998 Reformation decentralization policy transformation had a significant impact 
on regional governance, but also gave rise to complex challenges, such as central-
regional conflict and budget inequality, which affected political and economic stability. In 
the context of globalization, this challenge emphasizes the importance of collaboration 
and strengthening human resource capacity, as well as the need for synergy between 
central, regional governments and community participation to achieve better stability. 
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Reformasi ini kemudian melahirkan sejumlah kebijakan yang bertujuan memberikan lebih banyak 
kewenangan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. Dengan undang-undang ini, pemerintah pusat memberikan otonomi yang luas 
kepada daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, dan 
pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi ini merupakan titik awal perubahan besar dalam tata kelola 
pemerintahan di Indonesia. 

Desentralisasi tidak hanya dilihat sebagai strategi politik untuk mengurangi ketergantungan daerah 
terhadap pusat, tetapi juga sebagai pilar penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Salah satu 
tujuan utama dari desentralisasi adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan, menciptakan efisiensi 
dalam pelayanan publik, dan memberdayakan daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih mandiri. 
Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menyusun 
kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, partisipasi publik di tingkat 
lokal juga diharapkan meningkat melalui desentralisasi, karena masyarakat dapat terlibat langsung dalam 
proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. 

Namun, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Sejak awal 
implementasinya, berbagai tantangan terus bermunculan yang menghambat efektivitas kebijakan ini. 
Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kapasitas antara daerah-daerah, di mana beberapa 
daerah mampu mengelola otonomi dengan baik, sementara yang lain masih bergantung pada bantuan 
pusat. Korupsi dan rendahnya akuntabilitas di tingkat lokal juga menjadi masalah serius yang sering kali 
melemahkan desentralisasi.  

Selain itu, konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menimbulkan 
ketegangan dalam menjalankan program-program pembangunan. Kendala-kendala ini mengindikasikan 
bahwa meskipun desentralisasi memiliki potensi besar, implementasinya di lapangan masih menghadapi 
banyak hambatan. 

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena globalisasi telah membawa dampak besar pada 
seluruh aspek kehidupan, termasuk pemerintahan di tingkat daerah. Globalisasi tidak hanya berdampak 
pada perubahan ekonomi, tetapi juga pada dinamika politik dan sosial di daerah-daerah. Pemerintahan 
daerah kini dihadapkan pada tantangan baru untuk beradaptasi dengan perkembangan global yang 
cepat. Fenomena ini memaksa pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembangunan, 
meningkatkan daya saing lokal, serta merespons tekanan global dalam hal ekonomi dan kebijakan publik. 
Dengan semakin terbukanya akses informasi dan mobilitas modal internasional, pemerintahan daerah 
harus mampu menghadapi tantangan global yang datang dari luar. 

Transformasi kebijakan desentralisasi di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari pengaruh 
globalisasi. Seiring berjalannya waktu, kebijakan ini telah mengalami berbagai perubahan untuk 
menyesuaikan diri dengan dinamika global yang terus berkembang. Di era globalisasi, desentralisasi 
memberikan peluang bagi daerah untuk lebih berdaya secara ekonomi melalui kerjasama internasional, 
investasi asing, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lokal.  

Namun, transformasi ini juga membawa tantangan, seperti meningkatnya kebutuhan akan daya 
saing daerah yang lebih tinggi dan kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan teknologi 
dan inovasi global. Oleh karena itu, desentralisasi bukan hanya soal memberikan otonomi lebih besar 
kepada daerah, tetapi juga tentang bagaimana daerah dapat mempertahankan stabilitas dan kemajuan 
dalam menghadapi persaingan global. 

Transformasi kebijakan desentralisasi memiliki implikasi besar terhadap stabilitas pemerintahan 
daerah. Stabilitas ini bukan hanya diukur dari segi keamanan, tetapi juga dari kemampuan daerah untuk 
menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, menegakkan hukum, serta menyediakan layanan publik 
yang memadai. Dalam konteks globalisasi, stabilitas pemerintahan daerah juga berkaitan dengan 
bagaimana daerah mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, serta bagaimana mereka 
beradaptasi dengan tuntutan zaman. Dengan adanya desentralisasi, daerah diharapkan memiliki 
ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari 
luar. 

 

LANDASAN TEORI 

Desentralisasi dan Otonomi Daerah 
The goal of decentralization is to establish a more responsive and community-focused government 

by distributing power and accountability between the national and local levels. Regional autonomy, which 
enables regional governments to make decisions based on the unique requirements and circumstances 
of their region, is supported by this idea. It is anticipated that greater public involvement in governmental 
procedures, quicker decision-making, and improved public service efficiency will result from this 
autonomy. Decentralization is enacted in Indonesia through a number of laws, such as Law No. 22 of 
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1999 and Law No. 32 of 2004, which grant regional governments greater power to administer resources 
and perform governmental duties. 

Namun, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Tantangan yang 
muncul, seperti ketimpangan kapasitas antar daerah dan konflik antara pemerintah pusat dan daerah, 
sering kali menghambat efektivitas otonomi daerah. Beberapa daerah yang memiliki sumber daya dan 
kapasitas manajerial yang lebih baik dapat mengelola otonomi dengan baik, sedangkan daerah lainnya 
masih bergantung pada bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi bertujuan 
untuk memberdayakan daerah, masih ada banyak aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan 
bahwa otonomi daerah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 

 
Konsep Kebijakan  

Kebijakan publik merujuk pada keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk 
mengatasi berbagai isu dan masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, kebijakan 
publik menjadi penting karena menyangkut bagaimana pemerintah daerah merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Proses pembuatan 
kebijakan di tingkat daerah melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan 
pemangku kepentingan lainnya. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan diharapkan 
lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan lokal. 

Kebijakan desentralisasi di Indonesia juga mencerminkan dinamika dan perubahan yang terjadi 
seiring dengan perkembangan zaman. Kebijakan ini tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi 
dengan tantangan baru, termasuk tantangan yang muncul akibat globalisasi. Dalam era globalisasi, 
pemerintah daerah perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan 
yang mereka ambil, seperti perubahan dalam pasar global, hubungan internasional, dan tren sosial yang 
lebih luas. Hal ini menuntut daerah untuk lebih proaktif dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya 
mempertimbangkan konteks lokal, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global. 

 
Era Globalisasi 

Globalisasi adalah fenomena kompleks yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, 
termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks pemerintahan daerah, globalisasi membawa 
tantangan dan peluang baru yang harus dihadapi. Di satu sisi, globalisasi membuka akses bagi daerah 
untuk menjalin kerjasama internasional, menarik investasi asing, dan memperluas pasar. Di sisi lain, 
globalisasi juga menciptakan tekanan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi dalam pengelolaan 
sumber daya. Pemerintah daerah dituntut untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini agar 
tetap relevan dan dapat memenuhi harapan masyarakat. 

Era globalisasi juga berimplikasi pada stabilitas pemerintahan daerah. Dengan meningkatnya 
keterhubungan antar daerah dan negara, perubahan di satu wilayah dapat dengan cepat mempengaruhi 
wilayah lainnya. Ini membuat stabilitas pemerintahan daerah menjadi lebih rentan terhadap faktor-faktor 
eksternal, seperti fluktuasi ekonomi global atau perubahan kebijakan internasional. Oleh karena itu, 
pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi yang adaptif dan responsif untuk mengatasi 
tantangan ini, sambil tetap mempertahankan kewenangan dan otonomi yang diberikan oleh 
desentralisasi. Pemahaman yang mendalam mengenai dinamika globalisasi sangat penting untuk 
memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat menjamin stabilitas dan kemajuan daerah dalam 
konteks yang lebih luas. 

 
 

METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis transformasi kebijakan 

desentralisasi di Indonesia dan implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan daerah di era globalisasi. 
Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis 
berbagai sumber informasi yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan kebijakan yang terkait 
dengan desentralisasi, otonomi daerah, dan dampak globalisasi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat 
mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai konteks sejarah, teori, dan praktik kebijakan 
desentralisasi, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi 
mereka. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi dan menelusuri berbagai literatur 
yang mendukung topik kajian. Data yang diperoleh dari studi literatur akan dianalisis secara kualitatif 
untuk mengungkap pola-pola, hubungan, dan dinamika yang ada dalam kebijakan desentralisasi di 
Indonesia.  
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Peneliti juga akan mempertimbangkan perspektif yang berbeda dari para penulis dan pakar di 
bidang ini, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang bagaimana 
kebijakan desentralisasi bertransformasi dan dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan daerah di 
tengah tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Melalui metode ini, diharapkan penelitian ini dapat 
menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan dan praktik pemerintahan daerah 
di masa mendatang. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kebijakan desentralisasi di Indonesia 
menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya di tingkat daerah, yang berdampak langsung 
pada stabilitas pemerintahan daerah di era globalisasi. Beberapa temuan utama dalam penelitian ini 
meliputi : 
1. Kesesuaian dan Efektivitas Kebijakan Desentralisasi 

Salah satu permasalahan mendasar dalam penerapan desentralisasi adalah ketidaksesuaian 
kebijakan dengan karakteristik geografis dan sosiodemografi tiap daerah. Meskipun kebijakan 
desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerah, kebijakan ini sering kali tidak 
sepenuhnya relevan atau efektif jika diterapkan tanpa penyesuaian lokal. Sebagai contoh, kebijakan 
investasi infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat menemui kendala signifikan di 
daerah pedesaan dengan tingkat populasi rendah, dimana infrastruktur tersebut tidak sebanding 
dengan kebutuhan atau potensi lokal. 

2. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang di Tingkat Daerah 
Peningkatan kewenangan dan anggaran di level daerah akibat desentralisasi ternyata membawa 
tantangan tersendiri dalam bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam banyak kasus, 
lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya mekanisme check-and-balance yang kuat di daerah 
membuka celah bagi praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan daerah itu sendiri. 
Fenomena ini terlihat dalam maraknya kasus korupsi terkait pengelolaan anggaran daerah, yang 
masih menjadi kendala besar dalam upaya menciptakan pemerintahan daerah yang transparan dan 
akuntabel. 

3. Ketergantungan pada Transfer Dana Pusat 
Banyaknya pemerintah daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat 
menunjukkan rendahnya kemandirian finansial daerah dalam melaksanakan pembangunan. 
Ketergantungan ini tidak hanya menghambat insentif daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) melalui eksplorasi sumber daya lokal, tetapi juga berdampak pada efisiensi 
pembangunan. Ketergantungan finansial tersebut mengakibatkan daerah tidak memiliki dorongan 
yang cukup kuat untuk melakukan optimalisasi aset lokal atau menciptakan inovasi ekonomi yang 
berkelanjutan. 

 
Pembahasan  

Perubahan Kebijakan Desentralisasi Pasca-Reformasi dan Dampaknya Terhadap Kapasitas 
Pemerintahan Daerah 

Kebijakan desentralisasi di Indonesia mengalami transformasi signifikan pasca-Reformasi 1998, 
yang menjadi titik awal bagi perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sebelum 
Reformasi, pemerintah pusat menjalankan sistem sentralisasi yang kuat, di mana hampir semua 
keputusan penting diambil oleh pemerintah pusat, mengakibatkan keterbatasan otonomi daerah dalam 
mengelola urusan lokal. Ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem sentralisasi ini mendorong seruan 
untuk melakukan reformasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. 
Reformasi membawa harapan baru, dengan diadopsinya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagai 
landasan hukum bagi desentralisasi. 

By granting regional governments more power to oversee and control government operations, UU 
No. 22/1999 makes room for community involvement in the decision-making process. This law gives local 
governments control over a number of areas, including infrastructure, the environment, health, and 
education. In addition to altering the dynamic between the national and local governments, this delegation 
of power empowers regional administrations to create policies that better meet the needs of their 
constituents. Decentralization did not, however, go as planned, and a number of issues surfaced, such as 
regional differences in infrastructure and human resource capacity. 

Setelah lebih dari satu dekade pelaksanaan UU No. 22/1999, pemerintah mengeluarkan UU No. 
23 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah serta 
meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas. Undang-undang baru ini juga mengatur lebih rinci 
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mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan mempertegas 
peran pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun perubahan ini diharapkan dapat mengatasi 
beberapa masalah yang dihadapi sebelumnya, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal alokasi 
dana dan sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan. 

Dampak dari perubahan kebijakan desentralisasi ini sangat signifikan terhadap kapasitas 
pemerintahan daerah. Pemerintah daerah kini memiliki lebih banyak wewenang dan tanggung jawab, 
tetapi juga harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, 
kapasitas administratif, kemampuan untuk mengelola sumber daya, dan partisipasi masyarakat menjadi 
kunci dalam menentukan keberhasilan desentralisasi. Penelitian menunjukkan bahwa daerah yang 
mampu mengembangkan kapasitas pemerintahan yang baik, baik dari segi sumber daya manusia 
maupun infrastruktur, cenderung lebih berhasil dalam menerapkan kebijakan desentralisasi secara 
efektif. 

Dalam praktiknya, peningkatan kapasitas pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada 
penambahan wewenang tetapi juga pada penguatan sistem pemerintahan yang ada. Misalnya, daerah 
yang mengadopsi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat 
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih besar. Berdasarkan data 
dari Kementerian Dalam Negeri, beberapa daerah yang telah menerapkan e-government mengalami 
peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, yang pada gilirannya berdampak positif 
terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Namun, masih ada tantangan signifikan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam 
implementasi kebijakan desentralisasi. Beberapa daerah masih bergantung pada alokasi dana dari 
pemerintah pusat dan menghadapi kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan. 
Ketimpangan pembangunan antar daerah juga menjadi masalah, di mana daerah dengan sumber daya 
lebih terbatas sering kali kesulitan untuk mengimplementasikan program-program yang bermanfaat bagi 
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah 
daerah untuk berperan lebih aktif, ketidaksetaraan dalam kapasitas tetap menjadi kendala yang harus 
diatasi. 

Secara keseluruhan, perubahan kebijakan desentralisasi pasca-Reformasi telah membuka jalan 
bagi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Meskipun masih banyak tantangan yang harus 
dihadapi, pemahaman yang mendalam mengenai sejarah dan konteks perubahan ini sangat penting 
untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang. Desentralisasi yang berhasil akan 
berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, menciptakan daerah yang lebih sejahtera dan 
berdaya saing di era globalisasi yang terus berkembang. Dengan demikian, penguatan kapasitas 
pemerintahan daerah menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan desentralisasi dan menciptakan 
pemerintahan yang responsif dan akuntabel. 

 
Tantangan Dalam Penerapan Otonomi Daerah Di Era Globalisasi 

Penerapan otonomi daerah di Indonesia membawa harapan bagi peningkatan kapasitas dan 
responsivitas pemerintah daerah. Namun, di tengah era globalisasi, pemerintah daerah menghadapi 
berbagai tantangan yang signifikan dalam mengelola wilayahnya. Salah satu tantangan utama adalah 
persaingan ekonomi yang semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Globalisasi telah 
memicu arus investasi asing yang deras, dan pemerintah daerah harus mampu menarik minat investor 
dengan menawarkan insentif dan lingkungan bisnis yang kondusif. Namun, tidak semua daerah memiliki 
kapasitas dan infrastruktur yang memadai untuk bersaing, sehingga terjadi ketimpangan dalam 
perkembangan ekonomi antar daerah. 

Salah satu pandangan yang relevan dalam konteks ini adalah dari ahli ekonomi, Joseph Stiglitz, 
yang dalam karyanya "Globalization and Its Discontents Revisited" (2020) menyatakan bahwa negara-
negara berkembang, termasuk Indonesia, harus berhati-hati dalam menghadapi globalisasi agar tidak 
terjebak dalam jebakan ketergantungan. Ia menegaskan bahwa meskipun desentralisasi dapat menjadi 
instrumen yang berguna untuk meningkatkan kapasitas daerah, desentralisasi juga dapat memperlebar 
kesenjangan antara daerah maju dan berkembang jika tidak didukung oleh kebijakan yang tepat. Oleh 
karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kemampuannya dalam menarik 
investasi dan meningkatkan daya saingnya. 

Kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan menghadirkan kesulitan lain. Pemerintah daerah 
harus memberlakukan kebijakan yang mengatasi permasalahan global seperti perubahan iklim dengan 
mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan selain mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk 
menciptakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang seimbang, diperlukan pengetahuan dan 
kemampuan yang memadai.Menurut laporan dari United Nations Development Programme (UNDP, 
2021), keberhasilan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal sangat bergantung pada kemampuan 
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pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perencanaan dan 
pelaksanaan program. 

Lebih jauh, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Globalisasi sering kali mempercepat perubahan 
sosial dan ekonomi yang berdampak pada kehidupan masyarakat lokal. Namun, tanpa keterlibatan aktif 
masyarakat, kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah bisa jadi tidak mencerminkan kebutuhan dan 
aspirasi mereka. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Setiawan (2022) 
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang rendah dalam perencanaan pembangunan daerah 
sering kali mengakibatkan proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga mengurangi 
efektivitas kebijakan. 

Salah satu tantangan paling krusial adalah bagaimana pemerintah daerah dapat beradaptasi 
dengan dinamika global yang cepat berubah. Di tengah persaingan yang semakin ketat, pemerintah 
daerah harus memiliki kebijakan yang fleksibel dan inovatif. Hal ini termasuk mengembangkan kapasitas 
sumber daya manusia yang mumpuni untuk merespons perubahan dan kebutuhan pasar. Dalam konteks 
ini, penelitian oleh Evers dan Evers (2022) mengungkapkan bahwa pengembangan SDM di tingkat 
daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan otonomi 
yang efektif. 

Selain itu, ketidakpastian politik di tingkat pusat juga dapat mempengaruhi stabilitas dan 
keberlangsungan program-program otonomi daerah. Ketika pemerintah pusat mengalami perubahan 
kebijakan atau kekuasaan, hal ini bisa berdampak negatif pada dukungan dan sumber daya yang 
dialokasikan untuk daerah. Penelitian oleh Pratiwi dan Susilo (2023) menunjukkan bahwa stabilitas politik 
dan keberlanjutan kebijakan di tingkat pusat menjadi faktor penting dalam keberhasilan otonomi daerah, 
terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi yang kompleks. 

Secara keseluruhan, mewujudkan otonomi daerah di era globalisasi menghadirkan banyak 
kesulitan yang rumit dan beragam. Untuk mengatasi kendala tersebut, masyarakat harus berpartisipasi 
aktif dan pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama. Pemerintah daerah hanya dapat mengelola 
wilayah mereka secara efektif, menghadapi tekanan dari seluruh dunia, dan mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan dengan cara ini.  

Seluruh pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk 
menjamin bahwa kebijakan yang diambil mewakili kebutuhan dan tujuan masyarakat lokal, sehingga 
akan memperbaiki pengelolaan dan meningkatkan daya saing dalam perekonomian global. 
 
Implikasi Desentralisasi Terhadap Stabilitas Politik Dan Ekonomi Daerah 

Desentralisasi di Indonesia, yang dimulai secara resmi setelah Reformasi 1998, telah membawa 
dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan ekonomi di daerah. Salah satu implikasi terpenting 
adalah munculnya dinamika baru dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Di satu sisi, 
desentralisasi memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan 
mengelola sumber daya mereka sendiri. Namun, di sisi lain, hal ini juga berpotensi memicu konflik antara 
pusat dan daerah, terutama ketika ada perbedaan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya dan 
alokasi anggaran.  

Menurut penelitian oleh Siti Nurjanah dan Arif Budiman (2022), konflik antara pemerintah daerah 
dan pusat sering kali muncul dalam konteks pengambilan keputusan terkait alokasi dana, yang dapat 
mengganggu stabilitas politik. 

Dalam konteks ini, pakar politik, Edward Aspinall, dalam bukunya "From Political Reform to 
Democratic Transition: The Indonesian Experience" (2021), menjelaskan bahwa desentralisasi dapat 
menciptakan potensi konflik yang lebih besar jika tidak diimbangi dengan mekanisme komunikasi dan 
kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Aspinall berpendapat bahwa tanpa adanya 
kesepahaman yang jelas mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab, pemerintah daerah 
cenderung merasa terpinggirkan dan berusaha untuk mengklaim lebih banyak kekuasaan. Contoh nyata 
dari hal ini adalah perselisihan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat mengenai 
pengelolaan anggaran dan proyek infrastruktur yang tidak jarang menjadi sorotan media, menciptakan 
ketegangan politik yang dapat mengganggu stabilitas. 

Dari segi ekonomi, desentralisasi juga berimplikasi pada distribusi anggaran dan kesenjangan 
pembangunan antar daerah. Meskipun tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi 
pengelolaan sumber daya dan mempercepat pembangunan daerah, kenyataannya masih terdapat 
disparitas yang signifikan dalam alokasi anggaran antara daerah kaya dan miskin. Laporan dari 
Kementerian Keuangan (2023) menunjukkan bahwa daerah dengan potensi ekonomi yang lebih besar, 
seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, sering kali mendapatkan anggaran yang jauh lebih besar 
dibandingkan daerah-daerah di luar Jawa, seperti Papua atau Nusa Tenggara Timur. Hal ini berpotensi 
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memperlebar kesenjangan pembangunan antar daerah, yang pada gilirannya dapat mengganggu 
stabilitas ekonomi secara keseluruhan. 

Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Bappenas (2023) mencatat bahwa daerah-daerah yang 
mengalami kesenjangan ekonomi yang tinggi sering kali juga menghadapi masalah ketidakpuasan 
masyarakat, yang dapat memicu protes atau gerakan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan 
dalam distribusi anggaran tidak hanya berdampak pada perekonomian daerah, tetapi juga dapat memicu 
instabilitas politik. Ketidakpuasan masyarakat yang terakumulasi akibat kurangnya perhatian terhadap 
kebutuhan lokal sering kali berujung pada demonstrasi atau aksi protes yang dapat merusak stabilitas 
politik di tingkat daerah. 

Sebagai contoh konkret, wilayah Papua sering kali menjadi sorotan dalam konteks ini. Meskipun 
Papua menerima alokasi dana otonomi khusus, masih terdapat masalah mendasar terkait kesenjangan 
pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Komnas HAM (2023), 
ditemukan bahwa meskipun dana tersebut digunakan untuk berbagai proyek pembangunan, hasilnya 
belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal, yang sering kali merasa terasing dari proses 
pengambilan keputusan. Ketidakpuasan ini berpotensi menimbulkan ketegangan politik, yang berujung 
pada konflik horizontal antara kelompok masyarakat dan aparat pemerintah. 

Pandangan dari ahli ekonomi, Mariana Mazzucato, dalam bukunya "The Value of Everything: 
Making and Taking in the Global Economy" (2021), juga relevan dalam konteks ini. Mazzucato 
menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan nilai ekonomi yang adil melalui kebijakan 
yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Ia berargumen bahwa desentralisasi harus diimbangi 
dengan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan kapasitas lokal, agar semua daerah dapat 
bersaing secara adil dalam konteks global. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi daerah tidak 
hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada upaya untuk memberdayakan masyarakat 
lokal dan meningkatkan keterampilan mereka. 

Secara keseluruhan, desentralisasi di Indonesia memiliki implikasi yang kompleks terhadap 
stabilitas politik dan ekonomi daerah. Meskipun menawarkan peluang untuk meningkatkan otonomi dan 
pemberdayaan daerah, desentralisasi juga memunculkan tantangan baru yang harus dihadapi, seperti 
konflik antara pusat dan daerah serta kesenjangan dalam pembangunan. Untuk mencapai stabilitas yang 
berkelanjutan, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kerangka kerja yang 
lebih baik dalam pengelolaan sumber daya dan alokasi anggaran, serta mendorong partisipasi 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.  

Tanpa langkah-langkah tersebut, potensi konflik dan ketidakpuasan sosial akan terus mengancam 
stabilitas di tingkat daerah. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan desentralisasi di Indonesia pasca-
Reformasi 1998 telah membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah, namun 
juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Penelitian mengungkap bahwa meskipun desentralisasi 
telah memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah, pelaksanaannya sering kali terhambat 
oleh konflik antara pusat dan daerah serta ketidakmerataan dalam distribusi anggaran, yang pada 
gilirannya mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi daerah.  

Dalam konteks globalisasi, tantangan seperti persaingan ekonomi dan tuntutan pembangunan 
berkelanjutan semakin mempertegas perlunya pendekatan kolaboratif dan penguatan kapasitas sumber 
daya manusia di tingkat daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai stabilitas yang lebih baik, perlu adanya 
sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan. 

Selain itu, dalam menghadapi era globalisasi, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah 
semakin kompleks. Persaingan ekonomi yang ketat, tuntutan pembangunan berkelanjutan, dan 
kebutuhan untuk beradaptasi dengan dinamika global memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan 
kolaboratif dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk 
menjalin komunikasi yang efektif dan menciptakan mekanisme yang mendukung kolaborasi guna 
mencapai stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik di tingkat daerah. 

Saran  

1. Penguatan Kerja Sama antara Pusat dan Daerah: Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk 
memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengambilan keputusan dan 
alokasi sumber daya. Hal ini bisa dilakukan melalui forum-forum dialog rutin untuk menyelesaikan 
permasalahan yang timbul dan meningkatkan transparansi. 
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2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah daerah perlu lebih fokus pada 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar mampu mengelola sumber daya dan menjalankan 
kebijakan dengan lebih efektif. Program pelatihan dan pendidikan bagi aparatur pemerintahan daerah 
harus menjadi prioritas. 

3. Pengembangan Kebijakan yang Responsif terhadap Kebutuhan Lokal: Kebijakan yang diambil harus 
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Melibatkan masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan akan memperkuat akuntabilitas dan menciptakan rasa memiliki terhadap 
kebijakan yang diterapkan. 

4. Pemantauan dan Penilaian Secara Konstan: Penting untuk melakukan pemantauan dan penilaian 
rutin terhadap implementasi kebijakan desentralisasi. Dengan melakukan hal ini, pemerintah dapat 
dengan cepat mengenali dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dan melakukan perubahan 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan adil. 
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